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PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

talak antara;

,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Swasta,  tempat

tinggal  di  Dusun  II,  RT.004,  Desa  Rantau  Panjang  Ilir,

Kecamatan Rantau Panjang,  Kabupaten Ogan Ilir,  selanjutnya

disebut Pemohon;

melawan

,  umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Dusun III, RT.007, Desa Jagolano, Kecamatan

Rantau  Panjang,  Kabupaten  Ogan  Ilir,  selanjutnya  disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat  bukti  Pemohon di

depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22

Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung,

Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Kag tertanggal 23 Januari 2019, telah mengajukan

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di

Desa  Rantau  Panjang  Ilir  pada  tanggal 01-11-2012,  yang  tercatat  pada

Kantor Urusan Agama  Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir,

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/61/XI/2012, tanggal 05-11-2012;

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  Pemohon  menikah  dengan  Termohon  berstatus  Jejaka,  dan

Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon

dan Termohon belum pernah bercerai; 

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Pemohon  di  Desa  Rantau  Panjang  selama

kurang  lebih  2  bulan,  kemudian  pindah  kerumah  kontrakan  di  Belitung

selama  kurang  lebih  2  tahun,  kemudian  pindah  kerumah  kontrakan  di

Palembang selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah

kontrakan di muara enim selama kurang lebih 1 tahun 29 hari, setelah itu

Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon

dan  Termohon  sudah  kumpul  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba’da

dhukul), dan sudah dikaruniani 1 orang anak bernama; 1.  Putra Pratama

umur 5 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang

tua Pemohon;

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  pada mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon rukun dan harmonis  selama kurang lebih  2 tahun,  setelah  itu

antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ; 

5.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon itu adalah :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Termohon  pernah  ribut  sama  adik  Pemohon  karena  memakai  suatu

barang milik Termohon sehingga keduanya bertengkar;
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Termohon sering membantah jika di tegur atau dinesahati oleh orang tua

Pemohon; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Termohon  pulang  kerumah  saudara  Termohon  tanpa  sepengetahuan

Pemohon dan tidak pamit atau izin pada Pemohon;

6.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  terjadinya  pertengkaran  terakhir  antara  Pemohon  dan  Termohon

terjadi di rumah kontrakan di Desa muara enim pada tanggal 15 Agustus

2016,  Berawal  dari  Pemohon yang memberikan nasehat  pada Termohon

agar berhenti sebentar main handphone dan urusi anak, namun Termohon

malah cemberut setelah ditegur oleh Pemohon dan sampai tidak menegur

Pemohon  sampai  2  hari,  kemudian  Termohon  pulang  kerumah  saudara

Termohon itu tanpa sepengatahuan Pemohon dan tidak izin pada Pemohon,

kemudian  Termohon  menelpon  Pemohon  bahwa  dia  ingin  minta  jemput

namun Pemohon menjawab kamu kan pergi  sendiri  dan tidak  izin  sama

saya jadi  kamu pulang sendiri  saja,  dan ternyata Termohon tidak pulang

sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling memperdulikan lagi  sudah berjalan selama2 tahun 5 bulan 7 hari,

sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa

Rantau Panjang Ilir, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di

Desa Jagalano;;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon maupun keluarga

Termohon; 

8.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  selama  ini  Pemohon  telah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

keadaan ini,  dengan harapan suatu saat  keadaan akan berubah,  namun

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak
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sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan  Termohon  dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh; 

9.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian

ini,  sudah  sangat  sulit  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa,  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua  Pengadilan  Agama Kayuagung  melalui  Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  ()  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;

Bahwa  Pemohon  telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan Termohon telah  tidak  pernah datang menghadap di  persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil  atau kuasanya yang sah,

meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  ternyata  ternyata  bahwa  ketidakhadiran

Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon dengan cara  menasehati  Pemohon agar  mempertahankan rumah

tangganya  dengan  Termohon,  dan  memberikan  pandangan  tentang  akibat

buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan  dibacakan  surat

permohonan  Pemohon  dengan  register  nomor   0213/Pdt.G/2019/PA.Kag
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tanggal 23 Januari 2019, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan

oleh Pemohon;  

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,  jawaban Termohon tidak

dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

865/61/XI/2012  tanggal  05  Nopember  2012  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir,  yang telah

bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  Kantor  Pos  dan  setelah  dicocokkan

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda

bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Rohma  Binti  Jahari,  Umur  70  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SD,

Pekerjaan   Tani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  ll,  Desa  Rantau  Panjang,

Kecamatan Rantau Panjang,  Kabupaten Ogan Ilir;;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah ibu kandung

Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di

muka  sidang  yang  secara  rinci  sebagaimana  tertuang  dalam  berita  acara

sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

§ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri  Pemohon;

§ Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

§ Bahwa  Setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal

selalu  berpindah-pindah  dan  terakhir  ngontrak  di  Muara  Enim  sampai

berpisah ;

§ Bahwa  Selama  berumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai anak 1 orang;

§ Bahwa Saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan orang tua

Pemohon;
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§ Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun  setelah itu keadaan rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

§ Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering

berselisih  dan  bertengkar  karena  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar

langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

§ Bahwa Saksi pernah melihat langsung   1 kali, dan mendengar langsung

2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

§ Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan  bertengkar  di  rumah

konterakan Pemohon dan Termohon di  Muara Enim;

§ Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

berupa  bantah-bantahan saja;

§ Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  karena  Termohon  pernah  ribut  sama  adik  Pemohon  karena

memakai  suatu  barang  milik  Termohon  sehingga  keduanya  bertengkar,

Termohon  sering  membantah  jika  ditegur  atau  dinasehati  oleh  orang  tua

Pemohon  dan  Termohon  pulang  kerumah  saudara  Termohon  tanpa

sepengetahuan Pemohon dan tidak pamit atau izin pada Pemohon;

§ Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama  kurang lebih 2 tahun ;

§ Bahwa  Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

§ Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara

Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling

pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai

suami isteri;

§ Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan,

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
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§ Bahwa  Saksi  pernah   menasehati  Pemohon  dan  Termohon,  namun

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Maskur  bin  Holidi,  Umur  40   tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SD,

Pekerjaan  Tani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  ll,  Desa   Rantau  Panjang,

Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi  tersebut  mengaku  hubungannya  dengan  Pemohon  adalah  tetangga

Pemohonn, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah

di  muka sidang yang secara rinci  sebagaimana tertuang dalam berita acara

sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

§ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri  Pemohon;

§ Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

§ Bahwa  Setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal

selalu  berpindah-pindah  dan  terakhir  ngontrak  di  Muara  Enim  sampai

berpisah ;

§ Bahwa  Selama  berumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai anak 1 orang;

§ Bahwa Saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan orang tua

Pemohon;

§ Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun  setelah itu keadaan rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

§ Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering

berselisih  dan  bertengkar  karena  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar

langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

§ Bahwa Saksi pernah melihat langsung   1 kali, dan mendengar langsung

2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

§ Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan  bertengkar  di  rumah

konterakan Pemohon dan Termohon di  Muara Enim;
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§ Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

berupa  bantah-bantahan saja;

§ Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon  karena  Termohon  pernah  ribut  sama  adik  Pemohon  karena

memakai  suatu  barang  milik  Termohon  sehingga  keduanya  bertengkar,

Termohon  sering  membantah  jika  ditegur  atau  dinasehati  oleh  orang  tua

Pemohon  dan  Termohon  pulang  kerumah  saudara  Termohon  tanpa

sepengetahuan Pemohon dan tidak pamit atau izin pada Pemohon;

§ Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  terakhir  antara

Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi;

§ Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama  kurang lebih 2 tahun ;

§ Bahwa  Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

§ Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara

Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling

pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai

suami isteri;

§ Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan,

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

§ Bahwa  Saksi  pernah  menasehati  Pemohon  dan  Termohon,  namun

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya

dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan

permohonannya  dan  mohon  segera  diputus  dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Bahwa  mengenai  segala  kejadian  yang  terjadi  di  persidangan  telah

tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat

uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat

dalam putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  merupakan  perkara  perceraian  yang

perkawinannya  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama,  berdasarkan  ketentuan

Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolute competentie Pengadilan Agama

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Termohon, Termohon

berdomisili di Dusun III, RT.007, Desa Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang,

Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  secara  relative

competentie perkara  ini  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama

Kayuagung;

 Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  sama-sama

dipanggil  untuk  hadir  menghadap  di  persidangan  sebagaimana  dikehendaki

Pasal 146 R.Bg.  jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

terhadap  panggilan  tersebut  Pemohon  telah  hadir  secara  inperson di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili

oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Termohon  telah  dengan  sengaja  tidak

mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i’

dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :
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Artinya:   Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan

sedangkan orang tersebut  tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  atas  keadaan  tersebut,  maka  Termohon  harus

dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan

perkara  ini  dapat  diputus  tanpa  hadirnya  Termohon  (verstek),  sebagaimana

dimaksudkan Pasal  149 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan

menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak

berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang,   bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Perma

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon

mohon  diberikan  izin  untuk  menjatuhkan  talak  terhadap  Termohon  dengan

dalil/alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada kerukunan

dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus dan tealh pisah tempat tinggal selama 2 tahun, antara Pemohon dan

Termohon  sudah  diupayakan  untuk  damai  akan  tetapi  tidak  berhasil,

sebagaimana  selengkapnya  telah  diuraikan  pada  bagian  duduk  perkaranya

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan  sehingga

Majelis  Hakim  tidak  dapat  mengetahui  jawabannya  atas  dalil  permohonan

Pemohon  tersebut.  Dengan  demikian  maka  secara  yuridis  formil  dalil

permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  perkara  ini  diperiksa  tanpa  adanya

jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian,

dan  berdasarkan  Pasal  208  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  bahwa

perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama,

oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-

Undang  Hukum  Perdata,  barang  siapa  mendalilkan  sesuatu  maka  harus

membuktikan  kebenarannya,  oleh  karena  itu  beban  pembuktian  dibebankan

kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa bukti  P berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang

merupakan  fotokopi  dari  suatu  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah

dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan

formil  sebagai  alat  bukti,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  Pemohon dengan

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

belum pernah bercerai,  dengan demikian  telah  terpenuhi  ketentuan Pasal  7

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga  Pemohon  dengan  Termohon

berkualitas hukum untuk bertindak sebagai  pihak-pihak yang berkepentingan

dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa dalam persidangan telah  didengarkan  keterangan

saksi-saksi  yang diajukan oleh  Pemohon sebagaimana telah  diuraikan pada

bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa

permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

isteri itu;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo

Pasal  309 RBg, maka Majelis  Hakim berpendapat  bahwa keterangan saksi-

saksi  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  di  dalam

menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut

menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis

lagi  dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi

tersebut  menerangkan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah

rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil  Pemohon didukung dengan

alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri  dan

telah dikaruniaI 1 orang anak;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan

kembali;

- Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah  sejak  ...  hingga

sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  Majelis  menilai

bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi

dalam  rumah  tangga,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah

tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka

tetap  dipaksa  hidup  di  bawah  satu  atap,  bukan  keharmonisan  yang  akan

dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;
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Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan,  disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri

dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga  yang  bahagia  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dihubungkan dengan fakta-fakta

hukum tersebut di  atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat

diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang

berbunyi:

 

Artinya:  “dan  jika  mereka  ber'azam (bertetap  hati  untuk)  talak,  Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Artinya  :  Menolak  kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan;
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Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana

yang  lebih  besar  mudaratnya  dengan  mengerjakan  yang  lebih  ringan

mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  permohonan  Pemohon  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga

Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan

telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam  di  Indonesia,  dan  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan

memberikan  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  raj’i  terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang,  bahwa  sedangkan  selama  dalam  perkawinan  antara

Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang

terjadi adalah talak satu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh

karena perkara  ini  mengenai  sengketa  perkawinan,  maka kepada Pemohon

dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  ()  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu  rupiah);
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Demikian  putusan  dijatuhkan  di  Kayuagung  dalam  permusyawaratan

Majelis Hakim, pada hari  Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  19  Rajab 1440 Hijriyah,  dan dibacakan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Bakhtiar, S.HI., M.HI sebagai

Ketua Majelis serta Waluyo, S.Ag., M.H.I. dan Alimuddin, S.HI., M.H masing-

masing sebagai  Hakim Anggota,  dengan dibantu oleh Drs.  Saba'an sebagai

Panitera  Pengganti,  dan  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa  hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Ketua Majelis

Bakhtiar, S.HI., M.HI

Hakim Anggota

Alimuddin, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
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2. Biaya proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.   345.000,- 

4. Materai Rp.      6.000,-

5. Redaksi                                                            Rp.        5.000,-   

Jumlah Rp.   436.000,-

Terbilang : empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah
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